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DEWAN PERWAKIIAN RAKYAT DAERAII
KABupATEN prslslR SELATAN

Menimbang          :  a.  bahwa   dalam   rangka   menindaklanjuti   Surat   Gubemur
Sumatera Barat tanggal  17  Februari  2021  Nomor  :  120/94
/Pen-2021 Perihal : Usulan Pengangkatan Bupati dan Wakil
Bupati terpilih  Hasil Pilkada 2020 dan untuk singkronisasi
Agenda    Pemerintah    Daerah    dengan    kegiatan    Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan maka
perlu dilakukan revisi rencana kerja kegiatan DPRD;

b.  bahwa untuk tertib pelaksanaan agenda Dewan Perwakilan
Rakyat   Daerah   Kabupaten   Pesisir   Selatan   sebagaimana
dimaksud   pada   huruf  a,   maka   perlu   disusun   Agenda
Kegiatan     Dewan     Pervakilan     Rakyat     Daerah     DPRD
Kabupaten Pesisir Selatan ;

c.  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana  dimaksud
pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan
Keputusan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Kabupaten
Pesisir Selatan.

Mengingat             :   1.  Undang-Undang      Nomor      12      Tahun      1956      tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan
Propinsi   Sumatera   Tengah   (Lembaran   Negara   Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 25)  jis Undang-undang Nomor
21  Drt  Tahun  1957  (Lembaran  Negara  Republik  Indoensia
Nomor   77)   jo   Undang-undang   Nomor   58   Tahun    1958
(Lembaran  Negara  RI  Tahun  1958  Nomor  108,  Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2.  Undang-Undang     Nomor          12     Tahun     2011     tentang
Pembentukan   Peraturan   Perundang-undangan   (Lembaran
Negara    Republik    Indonesia    Tahun    2011     Nomor    82,
Tambahan   Lembaran   Negara   Republik   Indonesia   Nomor
5234);



3.      Undang-undang     Nomor     23     Tahun     2014     tentang
Pemerintahan      Daerah      (I,embaran   Negara   Republik
Indonesia Tahun  2014  Nomor 244,  Tambahan  Lembaran
Negara  Republik  Indonesia  Nomor  5587),   sebagaimana
telah   diubah   beberapa   kali   terakhir   dengan   Undang-
undang Nomor 9  Tahun  2015  tentang  Perubahan  Kedua
Atas   Undang-undang   Nomor   23   Tahun   2014   tentang
Pemerintahan     Daerah     (Lembaran     Negara     Republik
Indonesia  Tahun  2015  Nomor  58,  Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia) ;

4.      Peraturan   Pemerintah   Nomor   18  Tahun  2016   tentang
Perangkat  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Tahun  2016   Nomor   114,  Tambahan  Lembaran  Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) ;

5.     Peraturan   Pemerintah   Nomor   12   Tahun   2017   tentang
Pembinaan        dan        Pengawasan        Penyelenggaraan
Pemerintahan     Daerah     (Lembaran     Negara     Republik
Indonesia  Tahun  2017  Nomor  73,  Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

6.     Peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan  Rakyat  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun  2017  Nomor  106,  Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057) ;

7.     Peraturan   Pemerintah   Nomor   12  Tahun   2018  Tentang
Pedoman   Penyusunan   Peraturan   Tata   Tertib   Dewan
Perwakilan  Rakyat  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia  Tahun  2018  Nomor  22,  Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6197) ;

8.     Peraturan   Pemerintah   Nomor   12   Tahun   2019   tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia  Tahun  2019  Nomor  42,  Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9.     Peraturan  Menteri    Dalam  Negeri  Nomor  13  Tahun  2006
tentang     Pedoman      Pengelolaan      Keuangan      Daerah
sebagaimana   telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  21  Tahun  2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalaln
Negeri    Nomor     13     Tahun    2006    tentang    Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

10.   Peraturan  Menteri   Dalam  Negeri  Nomor  80  Tahun  2015
tentang      Pembentukan      Produk      Hukum      Daerah,
sebagaimana   telah   diubah   dengan   Peraturan   Menteri
Dalam Negeri Nomor  120 Tahun 2018 tentang Perubahari
Atas  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  80  Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;



11.   Peraturan  Daerah  Kabupaten  Pesisir  Selatan  Nomor  :  01
Tahun   2021   tentang  APBD   Kabupaten   Pesisir  Selatan
Tahun Anggaran 2020;

12.   Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor :  02 Tahun 2021
tentang   Penjabaran   APBD   Kabupaten   Pesisir   Selatan
Tahun Anggaran 2021.

Memperhatikan   :   Hasil  Rapat  Pimpinan  DPRD  Kabupaten  Pesisir  Selatan  pada
hari Kamis, tanggal 18 Februari 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan   :

KESATU          :    Menetapkan  Revisi  Agenda  Kegiatan  Dewan  Perwakilan  Rakyat
Daerah  DPRD  Kabupaten  Pesisir  Selatan,  pada  Masa  Sidang  I
Tahun 2021 sebagaimana daftar terlampir;

KEDUA            :   Apabila  dalam  tahun  beljalan  terdapat  agenda  yang  bersifat
mendesak atas usulan Pemerintah Daerah maupun DPRD yang
tidak  tercantum  dalam  lampiran  Keputusan  ini,  maka  agenda
kegiatan dimaksud dapat dilakukan revisl dan atau penambahan
terhadap Keputusan ini.

KETIGA           :   Segala     biaya    yang     dikeluarkan     akibat    diberlakukannya
Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT       :   Keputusan  ini  berlaku  sejak  tanggal  ditetapkan  dan  apabila
terdapat     kekeliruan     dalam     penetapan     akan     diperbaiki
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di   :  Painan

Tembusan disampaikan kepada Yth:
1.  Bupati Pesisir Selatan di Painan
2.  Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.



Lamplran   :   Keputusan Dewan Pervalrilan Rakyat Daerah Kab. Pesisir Selatan

Nomor
Tan8Bal
Tentan8

Dq /DPRE-PS/2021
18 Febmari 2021
Revisi Agenda Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kab. Pesisir Selatan Pada Masa Sidang I TahuL]]L 2021

NO IIARI DA)I TANGGAI KEGIATAN KRT

1. Rabu s.d Sabtu Konsultasi    dan    koordinasi    Perorangan
Tetap3 s.d 6 Februari 2021 Anggota  DPRD  Kabupaten  Pesisir  Selatan.

(Luar Daerah Luar Provinsi) .
2. Senin s.d Kamis Konsultasi    dan    Koordinasi   BK   dan

Tetap8 s.d  11  Februari 2021 BAPEMPERDA     (Luar     Daerah     Luar
Provinsi).

3. Senin s.d Jum'at Kegiatan Komisi DPRD Kabupaten Pesisir
Lama15 s.d  19 Februari 2021 Selatan (Rapat Dengar Pendapat/ Hearing/

Tinjaulapangan).

4. Jum'at,19 Februari 2021 Rapat   Paripuma   Pengumuman   Hasil
Baru( Pukul 16.00. Wib ) Penetapan Pasangan Calon Bupati dan

Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan
Terpilih Hasil Pilkada Tahun 2020.

5. Selasa s.d Jum'at Pendalam Tugas Pimpinan dan Anggota
Tetap23 s.d 26 Feb. 2021 DPRD  Kabupaten  Pesisir Selatan  (Luar

Daerah Dalam Provinsi) .

6. Senin,1 Maret 2021 Rapat     Badan     Musyawarah     DPRD
TetapKabupaten  Pesisir  Selatan  Pada  Masa

Sidang I Tahun 2021


